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-Andrew Jackson- 
 
It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succed 
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Penny yuli Astuti, S.35142015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Luar Kawin Sepanjang Dimaknai Bukan Sebagai Legalisasi 
Perzinahan Dalam Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dan 
kedudukan hukum Anak Luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 
yang merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan 
pustaka yang merupakan data sekunder yang didukung dengan penelitian 
dilapangan dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang 
memutus perkara tersebut.   
Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terakit anak luar 
kawin yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan menyebutkan bahwa"anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya". Perubahan pasal ini harus difahami secara 
obyektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan 
sebaliknya. 
Perubahan ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi melegalisasi perzinaan 
dan prostitusi, melainkan Mahkamah Konstitusiberupaya  untuk 
menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar kawin tetap 
memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar 
tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak tak berdosa ini. 
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagian kaum lelaki yang 
melakukan pernikahan siri, melakukan perzinaan, perselingkuhan maupun 
semen leven (kumpul kebo) hingga wanita partnernya itu hamil dan 
melahirkan anak, tetap harus bertanggungjawab atas kebutuhan lahir batin 
anak yang lahir akibat perbuatannya. 
Dengan demikian, hak hidup anak sebagaimana diamanatkan oleh asal  27  
ayat (1) dan pasal 28B ayat (2) serta pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang  
menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan, setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun benar-benar dapat 
direalisasikan. 









Penny yuli Astuti, S.351402025, Protection of The  Law The Child 
Outside of Marriage throughout interpreted not as legalization  
charged in the decision of the constitutional court number : 46/PUU-
VIII/2010. 
The purpose this article is to find knowing the extent to which the 
protection and the law the child outside of marriage after the decision of 
the constitutional, this research is a normative juridical research,i.e a 
research done by conducting library research, that is the secondary data 
supported by the interview with judge of religious court Jakarta Selatan 
deciding the case. The court ruling Friday 17 February 2012 regarding a 
child out of wedlock mentioned in chapter 43 paragraph 1 law No.1 of 
1974 on marriage states that children born outside marriage has a civil 
relationship with his/her mother and with the mother’s family and with 
man as a father who can be proved by science and technology and or other 
evidence according to the law have blood relations, including civil 
relations with his father's family. This change to this chapter should be 
understood objectively and wisely in order to bring serious benefits for the 
people and not the vice versa. This change does not mean that the 
constitutional court legalizes adultery and prostitution, but sought to 
contain results of ijtihad so thatother children and to avoid discriminative 
treatment to children's innocent. After the decision of this court as men 
who doing siri marriage, adultery, infidelity or cohabiting partner until the 
woman was pregnant and gave birth to a child, must remain responsible 
for the needs of the inner and outer children born as a result of the offense. 
Thus, the right to life of children as mandated by chapter 27 paragraph 1 
and chapter 28 paragraph 2 and chapter 281 paragraph 2 of the 1945 
Constitution which states that all citizens are equal inside of Law and 
administration, every child has the right to live, grow and develop and are 
entitled to protection from violence and discrimination on any ground can 
actually be realized. 
Keywords: Wedlock Child, Legalization Zina, Nasab. 
 
 
 
